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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tolok Ukur Keabsahan Faktur 
Pajak, dan Akibat Hukum atas Faktur Pajak yang dikeluarkan sebelum Penerbitan 
Nomor Seri Faktur Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan 
tentang Faktur Pajak yang dikeluarkan sebelum Penerbitan Nomor Seri Faktur 
Pajak yang meresahkan dan merugikan bagi Pengusaha Kena Pajak. Teknik 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga 
pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan 
analisis kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 
Put.72331/PP/M.VIIIA/99/2016. Dimana berdasarkan Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14 ayat (4) sebesar 2% dikali Dasar 
Pengenaan Pajak. Selain itu, apabila Pengusaha Kena Pajak memperoleh Faktur 
Pajak yang “Tidak Sah atau Tidak Lengkap”, juga akan dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (2b). Hasil dari penelitian ini adalah 
Tolok Ukur Keabsahan atas Faktur Pajak dapat dilihat dari 5 aspek, antara lain isi 
dari Faktur Pajak, Penerbit Faktur Pajak, Tanda Tangan Faktur Pajak, Nomor Seri 
Faktur Pajak, Waktu Penerbitan Faktur Pajak, dan Akibat Hukum atas Faktur 
Pajak yang dikeluarkan sebelum Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak maka Faktur 
Pajak tersebut dianggap “Tidak Sah/ Tidak Lengkap”. Sehingga seharusnya 
Faktur Pajak dibatalkan (tidak hanya Faktur Pajak yang dibatalkan, tetapi 
seharusnya transaksinya juga harus dibatalkan). 
 
Kata kunci: Faktur Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Putusan Pengadilan 
Pajak, Nomor Seri Faktur Pajak, Keabsahan, Undang-undang Ketentuan Umum 









     This study aims to determine the Benchmark Legitimacy of Tax Invoices, 
and Legal Effects of Tax Invoices issued prior to Issuance of Serial Number Tax 
Invoice. This research is expected to provide clarity about the Tax Invoice issued 
before Issuance of Serial Number of Tax Invoice which is disturbing and 
detrimental for Taxable Entrepreneur. The research techniques used in this 
research were three approaches namely the approach of legislation, conceptual 
approach, and analysis based on Tax Court Decision Number Put.72331 / PP / 
M.VIIIA / 99/2016. Where based on the Law of General Provisions and Tax 
Procedures Article 14 paragraph (4) of 2% of the tax based, if a Taxable Person 
for VAT is entitled to "Invalid or Incomplete Tax Invoice", it shall also be liable to 
administrative sanctions in the form of interest of 2% in accordance with the 
General Provisions and Taxation Procedures of Article 9 paragraph (2b). The 
results of this study are the Legal Benchmark of Tax Invoice can be seen from 5 
aspects, among others, the contents of the Tax Invoice, Tax Invoice Publisher, Tax 
Invoice Signature, Serial Number of Tax Invoice, Time of Issuance of Tax Invoice, 
and Legal Effect on the Tax Invoice issued prior to Issuance of Serial Number of 
Tax Invoice then the Tax Invoice is considered "Invalid / Incomplete". So the Tax 
Invoice should have been canceled (not only canceled the Tax Invoice, but the 
transaction should also be canceled). 
 
Keywords: Tax Invoice, Regulation of the Director General of Taxation, Tax 
Court Decisions, Serial Number of Tax Invoice, Legality, Laws of General 
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a) Tolok Ukur Keabsahan atas Faktur Pajak dilihat dari 5 Aspek. Yang pertama, 
yaitu Isi Faktur Pajak tersebut mencantumkan keterangan tentang penyerahan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dalam Pasal 13 ayat (5) 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jika Isi Faktur Pajak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku maka Faktur Pajak tersebut “Sah”. Kedua, Faktur 
Pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila Faktur Pajak 
diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak, maka Faktur Pajak tersebut “Sah”. 
Ketiga, terdapat tanda tangan yang saat ini telah diubah menjadi tanda tangan 
secara elektronik melalui Barcode. Jika terdapat Barcode dalam Faktur Pajak, 
maka Faktur Pajak tersebut dianggap “Sah”. Keempat, Nomor Seri Faktur 
Pajak yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Apabila Nomor 
Seri Faktur Pajak yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan 
telah sesuai dengan ketentuan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak, maka 
Faktur Pajak tersebut “Sah”. Terakhir kelima, Waktu Penerbitan Faktur Pajak 
harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika Faktur Pajak dibuat sesuai 
dan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan, maka Faktur Pajak tersebut 
“Sah”. 
b) Akibat Hukum atas Penerbitan Faktur Pajak yang mendahului Penerbitan 
Nomor Seri Faktur Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan 
Surat Tagihan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur 
Pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang 
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14 ayat (4) yaitu sebesar 
2% dikali Dasar Pengenaan Pajak. Selain itu, bagi Pengusaha Kena Pajak yang 
memperoleh Faktur Pajak “Tidak Sah atau Tidak Lengkap”, juga akan 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sesuai dengan 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 
(2b). 
4.2. Saran 
a) Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan kejelasan lebih lanjut atas Faktur 
Pajak yang sah/ lengkap. Bukan Hanya dengan Surat Edaran tetapi harus 
dengan Peraturan atau Undang-Undang. Karena jika tolok ukur berdasarkan 
Surat Edaran yang menyatakan bahwa Faktur Pajak Dianggap tidak sah jika 
melebihi tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, maka Undang-Undang 
dan Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Surat Edaran 
diragukan isinya. Jangan hanya menerapkan sanksi atas Faktur Pajak tidak 
sah, tetapi kepastian tentang Peraturan dimana Nomor Seri Faktur Pajak yang 
Melebihi Tanggal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. 
b) Adanya Kepastian Hukum lebih lanjut, berupa Peraturan atau Undang-Undang 
yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksakan kegiatan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak terutama tentang Faktur Pajak yang mendahului 
tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Seperti yang sudah dijelaskan 
sebelumnya, jangan hanya berupa Surat Edaran tetapi dengan Peraturan 
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